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PEDOMAN WAWANCARA

Kepada PIt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang

Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

Pertanian, Kepada Penyuluh Pertanian, Kasubag Keuangan dan perlengkapan, Ketua

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepada Masyarakat Kelompok Tani.

(Pertanyaan ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan )

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bagaimana kebijakan jangka panjang Dinas Pertanian dalam mengurangi
dampak lingkungan melalui konservasi sumber daya alam?

Bagaimana upaya dinas dalam memastikan efisiensi penggunaan sumber
daya seperti air, energi, dan lahan?

Apakah setiap proyek pertanian mempertimbangkan dampak lingkungan
sebelum dilaksanakan?

Apakah standar lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan
keputusan kebijakan?

Bagaimana bentuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan program
pertanian?

Bagaimana penyediaan informasi kebijakan pertanian kepada masyarakat?
Bagaimana bentuk pelaporan kinerja dan program pertanian kepada publik?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program

pertanian?
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9) Bagaimana pemerintah memastikan program pertanian dirasakan secara adil
oleh semua kelompok?
10) Apakah ada kebijakan khusus untuk membantu kelompok masyarakat yang

kurang akses?

(Pertanyaan ditujukan Kkepada Sekertaris Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan )

1) Bagaimana koordinasi internal dalam mendukung kebijakan jangka panjang
yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan?

2) Bagaimana regulasi lingkungan diintegrasikan dalam administrasi dan
perencanaan program?

3) Bagaimana penyediaan informasi kebijakan pertanian kepada masyarakat?

4) Apakah terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program?

(Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Bidang PSP, Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan )

1) Apakah program di bidang Bapak/Ibu telah mengarah pada penerapan
pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan?

2) Apakah keputusan teknis di bidang Bapak/Ibu sudah memperhatikan dampak
terhadap lingkungan?

3) Apakah program sudah menjangkau petani kecil dan wilayah terpencil?

(Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
(PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten

Timor Tengah Selatan)
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1) Bagaimana dukungan sarana dan prasarana pertanian dalam mendorong
penerapan teknologi hijau?
2) Bagaimana penilaian risiko lingkungan dilakukan dalam pembangunan

sarana pertanian?

(Pertanyaan ditujukan kepada Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan)

1) Apakah kebijakan jangka panjang tersebut disosialisasikan kepada petani
melalui kegiatan penyuluhan?

2) Apakah petani diarahkan untuk menggunakan pupuk dan air secara efisien?

3) Seberapa sering petani dilibatkan dalam diskusi atau musyawarah terkait
program pertanian?

4) Bagaimana pendampingan dilakukan kepada petani yang memiliki

keterbatasan lahan dan air?

(Pertanyaan ditujukan kepada Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah

Selatan)

1) Bagaimana pengelolaan anggaran dan perlengkapan dilakukan agar
mendukung efisiensi dan keberlanjutan?

2) Apakah laporan penggunaan anggaran disusun secara terbuka dan akuntabel?

(Pertanyaan ditujukan kepada Pegawai Staf Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan)
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1) Apakah dalam kegiatan sehari-hari sudah diterapkan prinsip hemat energi dan
pengelolaan limbah?
2) Apakah ada mekanisme penerimaan dan tindak lanjut terhadap masukan

masyarakat?

(Pertanyaan ditujukan kepada Ketua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor

Tengah Selatan)

1) Bagaimana penilaian LSM terhadap komitmen pemerintah daerah dalam
kebijakan pertanian berkelanjutan?

2) Apakah menurut Bapak analisis dampak lingkungan sudah dilaksanakan
secara serius?

3) Apakah pemerintah daerah sudah konsisten menerapkan standar lingkungan
dalam kebijakan pertanian?

4) Apakah informasi kebijakan pertanian mudah diakses dan transparan?

5) Bagaimana penilaian Bapak terhadap akuntabilitas pemerintah daerah?

6) Apakah kebijakan pertanian daerah sudah mendorong inklusivitas sosial?

(Pertanyaan ditujukan kepada Mayiarakat kelompok Tani Desa Kualeu,

Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)

1) Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kebijakan pertanian jangka panjang yang
peduli terhadap lingkungan?
2) Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dari arahan pemerintah terkait

penggunaan sumber daya secara hemat?
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3)

4)

S)

6)

Apakah masyarakat dilibatkan atau diberi informasi terkait dampak
lingkungan proyek pertanian?

Apakah Bapak/Ibu diberikan kesempatan menyampaikan pendapat terkait
kebijakan pertanian?

Apakah Bapak/Ibu mengetahui laporan hasil kegiatan pertanian pemerintah?
Apakah Bapak/Ibu merasa mendapatkan manfaat yang adil dari program

pertanian?
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